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PERATURAN BUPATI BANYUASIN 
NOMOR 165 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUASIN, 

a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan 
permasalahan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah Kabupaten Banyuasin, dan sehubungan dengan 
adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) sebagai akibat dari adanya perubahan 
pendapatan daerah Kabupaten Banyuasin, maka perlu 
adanya penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Kabupaten Banyuasin; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Perubahan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 
Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2020. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang . .. 
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pembcrantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah cliubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negar~ Rcpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4181); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

11 . Peratura~ 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 ~ 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengcndalian dan Evaluas1 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Oaerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Dae rah, Renca~a 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana KerJa 
Pemerintah Oaerah; 

12. Peraturan Oaerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin 
Tahun 2018 Nomor 12); 

13. Peraturan Oaerah Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Oaerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun 2018-2023 (Lembaran Oaerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun 2019 Nomor l); 

14. Peraturan Bupali Nomor 93 Tahun 2019 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 93); 

15. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 144 
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 
(Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 
Nomor 144). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020. 

Pasal l 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 
93 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2020 (Serita Daerah Ka bu paten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 
93), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 6 

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir. 

Pasa114 
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Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Banyuasin. 

Ditetapkan di Pangkalan Balai 
pada tanggal 7AE-iu~TU5 2020 

Diundangkan di Pangkalan a a1 
pada tanggal 7A6t.JSTV5 2020 

RlS DAERAH 
N BANYUASlN, 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020 
NOMOR (65 
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